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ABSTRAC 

 
The trend of an increase in the abuse of narcotic drugs, psychotropic drugs 

and other addictive substances (drugs) in Indonesia can be seen from the number 

of cases as well as the number of suspects involved. Policy on criminal in the 

abuse of narcotic drugs, psychotropic drugs and other addictive substances 

(drugs), the Government has instituted a law number 35 of 2009 about Narcotics, 

howewer, Criminal sanctions policy in the abuse of narcotics, psycotropic and 

other addictive substances (drug), The goverment has enacted Law Number 35 of 

2009 on Narcotics, but the policy of criminal sanctions is a strategic breakthrough 

that shows in the law number 35 of 2009 on Narcotics are qualified abusers, 

addicts, victims of abusers and drug traffikers in criminal acts so that it can be a 

loophole for drug criminals to be sentence to a minimum so as not to deter the 

perpetrator for commit the crime of drug again.  

The issue examined and discussed in this research is how policies are 

criminal sanctions against abusers and traffickers who use drugs in the legislation 

of drugs in indonesia and how the application of criminal sanctions against 

abusers and traffickers who use drugs in practice. the approach method used is  

juridical empirical, then the collected data derived from primary data as the 

primary data and secondary data as supporting data. the data collected is analyzed 

logically especially regarding consistency of the diversity of answers received. 

The results showed that the provision of criminal sanctions for abusers who 

use drugs is regulated in Act No. 35 of 2009 about narcotics found in article 116, 

121, 126, 127, 128, 134 Act No. 35 of 2009 about narcotics, the provision of 

criminal sanctions for traffickers who use drugs contained in section 111, 112, 

113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125 of the Act No. 35 of 2009 

about narcotics. provision of criminal sanctions in the Narcotics Act, criminal 

threats for traffickers who use drugs more weight than criminal threats to abusers 

who use drugs.the application of criminal sanctions for abusers and traffickers 

who use drugs in practice, judges in jepara District Court dropped a criminal for 

perceived insufficient drugs dealers, because criminal dropped an average of 5 

years in prison caused because his exhibits.still a different verdict or criminal 

narcotics case against disparity in jepara District Court, still the use of 

imprisonment as a sanction primary (primadona), especially its main drugs for 

yourself is supposed to received a sanction of medical rehabilitation in the form of 

actions and social rehabilitation,by undergoing imprisonment will can be worse 

for abusers who use drugs, because lapas/rutan is not the place to treat abusers 

who use drugs 

 

 

Keywords:  Policy, Criminal Sanctions, The Crime  of Drug, Drug Abusers and 

Traffickers, Criminal Disparity  
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INTISARI 

Trend peningkatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat 

adiktif lainnya (Napza) di Indonesia bisa dilihat dari jumlah kasus serta 

jumlah tersangka yang terlibat. Kebijakan sanksi pidana dalam 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain (Napza), 

Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Akan tetapi kebijakan sanksi pidana dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat kualifikasi 

penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan dan pengedar dalam tindak 

pidana Napza sehingga hal tersebut dapat menjadi celah bagi pelaku tindak 

pidana Napza agar dapat dijatuhi pidana yang minimal sehingga tidak 

membuat jera pelakunya untuk melakukan tindak pidana Napza lagi. 

Permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah kebijakan sanksi pidana terhadap penyalahguna dan pengedar 

Napza dalam peraturan perundang-undangan tentang Napza di Indonesia dan 

bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna dan pengedar 

Napza dalam praktik. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis 

empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data 

utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data yang terkumpul 

dianalisa secara logis terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman 

data yang diterima. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan sanksi pidana bagi 

penyalahguna Napza diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika terdapat pada Pasal 116, 121, 126, 127,128,134 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan sanksi pidana 

bagi pengedar Napza terdapat pada Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 

119, 120, 122, 123, 124, 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika, 

ancaman pidana bagi pengedar Napza lebih berat daripada ancaman pidana 

bagi penyalahguna Napza. Penerapan sanksi pidana bagi  penyalahguna dan 

pengedar Napza dalam praktik, Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam 

menjatuhkan pidana bagi pengedar Napza dirasakan kurang maksimal, karena 

pidana yang dijatuhkan rata-rata hanya 5 tahun penjara yang disebabkan 

karena kecilnya barang bukti. Masih adanya putusan berbeda atau disparitas 

pidana terhadap kasus narkotika di pengadilan Negeri Jepara, masih 

digunakannya pidana penjara sebagai sanksi utama (primadona), khususnya 

terhadap penyalahguna Napza bagi diri sendiri yang seharusnya mendapat 

sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dengan 

menjalani pidana penjara akan dapat berakibat lebih buruk bagi penyalahguna 

Napza, karena Lapas/Rutan bukan tempat untuk mengobati penyalahguna 

Napza.  

 

Kata kunci : Kebijakan, sanksi pidana, tindak pidana Napza, penyalahguna 

dan pengedar Napza, disparitas pidana 
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